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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah 

memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. 

Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal 

usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. 

Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing 

yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia 

medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan 

oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam 

bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang 

terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut 

sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat 

atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula 

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan 

atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
1
 

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi 

jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, 
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melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang 

berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha 

yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative. Rehabilitasi sendiri 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi 

penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan 

alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban 

kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. 

Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. 

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif 

yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani 

hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan 

dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika terdapat dalam Pasal 103 yaitu di dalam pasal tersebut memberikan 

kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang 

yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. 

Pada prakteknya, pecandu narkoba merupakan ”self victimizing 

victim” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang 

dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika mendrita sindrom 

ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya 
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sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya 

dapat menjadi lebih baik lagi. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba 

sebagai pengganti dari sanksi hukuman yang bersifat kurungan pinjara 

diadopsi dari model doble track system, yaitu yang merupakan sistem dua 

jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan 

jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan 

salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar 

yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih 

terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah. 

Dalam arti lain, bahwa sanksi pidana bertujuan pada pembalasan terhadap si 

pelaku, sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk memberi perlindungan, 

perawatan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya bagi pecandu 

narkotika.
2
 

Sebagaian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah 

pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang 

sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian 

narkotika tersebut. Sehingga dengan memberikan sanksi pidana penjara 

bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut 

maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengeluarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan 

Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis 
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dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat 

dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi rehabilitasi. 

Semua putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan 

hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dan baru dapat 

dijalankan, apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika 

diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertangguhan 

menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terhukum 

berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya 

keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi 

menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya 

hukum yang biasa telah ditempuh. 

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu 

Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 

KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, 

setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA 

No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman 

salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling 

lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 

hari. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, 

maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki 

pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti 
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pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah 

putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan 

baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari 

pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga 

tujuan pemidaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum. 

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat 

di Jl. Sukomanunggal karena lokasi masih berada di wilayah yang dekat 

dengan tempat tinggal penulis dan lagi di Surabaya sendiri tingkat tindak 

pidana narkotikaa terbilang cukup tinggi sehingga di mungkinkan pula 

terdapat penyalahguna atau pecandu narkoba yang diputus rahabilitasi dan 

kemudian di eksekusi oleh kejaksaan negeri Surabaya. Dalam kurun waktu 12 

bulan ditahun 2019 telah terdapat 6 perkara penyalahguna dan pecandu 

narkoba yang divonis rehabilitasi dan di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri 

Surabaya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai 

“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan rehabilitasi terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika di wilayah Kejaksaan Negeri Surabaya ? 

2. Apakah kendala-kendala dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi putusan 

rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri 

Surabaya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan rehabilitasi bagi pelaku 

tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat proses 

pelaksanaan eksekusi putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana 

narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di 

bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai narkotika. 

2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh 

peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

b. Manfaat Praktis 

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk 

pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 
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1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Pidana dan Pemidanaan 

1.5.1.1 Pengertian Pidana 

Pidana berasal dari kata Straf  (Belanda),  pada  dasarnya 

dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 

dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti 

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno 

dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata 

straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno 

menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.
3 

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan 

yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
4
 

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) 

itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang 

hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar 

sesuatu norma yang ditentukan oleh undang- undang hukum 

pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan 

hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. 

Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan 

kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan 

oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang- 

undang.
5
 

                                                           
3
 Muladi dan Barda Nawawi Arief,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 

2005, hlm.1 
 

4
 Ibid, hlm. 1 

5 Andi Hamzah,  Asas - Asas Hukum Pidana,  Rineka Cipta, Jakarta,  2008, hlm. 27. 
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1.5.1.2 Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan 

sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. 

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, 

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana 

formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut 

sebagai berikut :
6
 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang 

disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan 

terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap 

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 

acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib 

yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana 

yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :  

1. Pidana Pokok  

a. Pidana mati  

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

 

                                                           
6 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,   

hlm. 2. 
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Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis 

pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana 

yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih 

dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan 

terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif 

(artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi 

kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan 

Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat 

imperatif atau keharusan. 

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan 

pidana tambahan adalah sebagai berikut:
7
 

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 

pokok, kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu 

terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. 

(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana 

pokok melainkan pada tindakan). 

2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 

halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini 

adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal 

ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut 

tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 

KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 

                                                           
7 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, 

hlm. 77. 
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Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah 

merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang 

tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat 

teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP 

Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku 

Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, 

Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono 

Prodjodikoro, yaitu:
8
 

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 

kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 

preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah 

melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan 

kejahatan lagi (speciale preventif), atau 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang 

melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik 

tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi 

sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, 

pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk 

menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun 

pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk 

                                                           
8
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 

1981, hlm. 16 
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menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. 

Lamintang menyatakan:
9
 

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang 

tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :  

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, 

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 

kejahatankejahatan, dan 

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak 

mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, 

yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak 

dapat diperbaiki lagi. 

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-

teori mengenai hal tersebut : 

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien) 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata 

karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. 

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut 

didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan 

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana 

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat 

pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang 

                                                           
9
 Lamintang. P.A.F, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1990, 

hlm. 23 
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dinyatakan Muladi bahwa
10

 Teori absolut memandang bahwa 

pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang 

telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana 

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan 

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus 

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan 

tuntutan keadilan. 

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)  

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada 

dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib 

(hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori 

absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan 

tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat 

pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan 

sikap mental.
11

 

3. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien) 

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa 

tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan 

                                                           
10

 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11 
11

 Ibid 
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antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut 

(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak 

ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter 

pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik 

moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan 

karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku 

terpidana di kemudian hari.
12

 

1.5.2 Putusan 

1.5.2.1 Pengertian Putusan 

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. 

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang 

menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh 

karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar 

selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar 

putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak 

bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa 

pengadilan.
13 

 

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan 

berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah 

                                                           
12

 Ibid 
 13 

Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm, 68. 
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benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang 

mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka 

hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami 

kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga 

akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan 

yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara 

putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda 

disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam 

bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan hakim 

dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu 

perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan 

dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata 

seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.
14

 Pengertian 

putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. 

1.5.2.2 Jenis Jenis Putusan 

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan 

sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya 

dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai   

berikut :  

                                                           
 

14
 Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya 

Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45. 
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a. Putusan Akhir Putusan Akhir adalah putusan yang 

mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui 

semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum 

menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang 

dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap 

pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :  

1. Putusan gugur  

2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet  

3. Putusan tidak menerima  

4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak 

berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat 

dimintakan akhir, kecuali bila undang undang 

menentukan lain. 

b. Putusan Sela  

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan 

masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan 

untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.putusan sela 

tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh 

terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.Putusan sela dibuat 

seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, 

melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.  

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang 

terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis 
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hakim dan panitera yang turut bersidang.Putusan sela selalu 

tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan 

akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.  

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan 

hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. 

Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali 

bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat 

meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari 

putusan itu dengan biaya sendiri. 

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana 

terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:  

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP  

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan 

yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil 

pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan 

yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti 

sacara sah dan meyakinkan.  

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) 

KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ 

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup 

terbukti menurut penilaian hakim atas dasar 
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pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 

ketentuan hukum acara pidana.  

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan 

bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang 

dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas 

pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, 

artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, 

tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan 

hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak 

cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi 

memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya 

didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut 

ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan 

kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
15

 

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum 

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada 

terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata 

menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 

itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat 
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(2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di 

temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang 

menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa 

perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa 

terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala 

tuntutan”.  

3. Putusan yang mengandung pemidanaan 

Merupakan putusan yang membebankan suatu 

pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang 

didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 

terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar 

putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang 

berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 

pidana”. 

1.5.2.3 Eksekusi 

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu 

putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, 

ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna 

perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak 
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mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga 

putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan 

kekuatan umum.
16

 

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, 

apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak 

mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan 

di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertangguhan 

menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo 

mana terhukum berniat akan memajukan permohonan grasi 

kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap 

tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan 

terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang 

biasa telah ditempuh.
17

 

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang 

mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 

270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut 

mengatur tentang:  

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 

KUHAP)  

2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)  

3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi 

pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)  
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4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, 

kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus 

seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat 

diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat 

alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)  

5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 

273 ayat (3) dan (4) KUHAP)  

6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang 

dirugikan (Pasal 274 KUHAP)  

7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)  

8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)  

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan 

salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan 

Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam 

perkara pidana dilakukan oleh jaksa. 

 Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan 

bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan 

pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pundak jaksalah 

yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan 

pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan 
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pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan 

memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk 

memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, 

Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis 

atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu 

melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 

tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa 

Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 

tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA Rl 

Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang 

Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
18

 

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan 

tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut:  

(1) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in 

abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam 

tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan 

memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

masa kini dan yang akan datang, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-

undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap 

Kebijakan Legislatif.  
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(2)  Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana 

(tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. 

Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-

undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-

Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak 

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan 

dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap 

yudikatif.  

(3)  Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) 

Hukum secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. 

Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui 

Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan 

Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah 

ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus 

berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan 

Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan 

nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
19
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1.5.3 Rehabilitasi 

1.5.3.1 Pengertian Rehabilitasi 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu 

proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
20

 Rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk 

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika 

ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan 

penyalagunaan narkotika. 

Tujuan dari rehabilitasi selain untuk menghentikan 

pecandu agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika 

juga memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara 

utuh dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan 

selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada 

yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, 

tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk 

menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus 

meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi 

hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara 

bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan 

sosial 
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1.5.3.2  Jenis-Jenis Rehabilitasi 

Istilah Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:  

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas 

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi 

social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21

 

1.5.3.3 Tahap-Tahap Rehabilitasi 

Seseorang yang selalu menggunakan/mengkonsumsi 

narkotika, lambat laun akan mengalami ketergantungan. 

Ketergantungan merupakan gejala khas yaitu timbulnya 

toleransi dan atau gejala putus asa. Toleransi merupakan 

penggunaan jumlah narkotika yang semakin besar agar 

diperoleh. pengaruh yang sama terhadap tubuh, sedangkan 

gejala putus asa terjadi apabila pemakaian dihentikan atau 

jumlah pemakaiannya dikurangi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
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ketergantungan narkotika adalah “kondisi yang ditandai eh 

dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus 

dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang 

sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan 

secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas 

Ketergantungan terhadap narkotika disebut sebagai suatu 

penyakit dan bukan kelemahan moral. Sebagai penyakit, 

penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejala yang khas, 

yang berulang kali kambuh (relapse) dan berlangsung progresif, 

artinya makin memburuk jika tidak ditolong dan dirawat dengan 

baik. Agar ketergantungan terhadap narkotika tersebut dapat 

disembuhkan, maka perlu dilakukan terapi dan rehabilitasi. 

Tujuan terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses 

pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya 

dari ketergantungan pada narkotika, sampai ia dapat menikmati 

kehidupan bebas tanpa narkotika. Adapun tahap-tahap dalam 

rehabilitasi : 

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) Tahap ini pecandu 

diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh 

dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah 

pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi 

gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat 

tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala 
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putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, 

pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala 

kecanduan narkotika tersebut. 

2. Tahap rehabilitasi nonmedis Tahap ini pecandu ikut dalam 

program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-

tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah 

tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), 

Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi 

ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya 

program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas 

langkah), pendekatan keagamaan, dan lain-lain. 

3. Tahap bina lanjut (after care) Tahap ini pecandu narkotika 

diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk 

mengisi kegiatan seharihari, pecandu dapat kembali ke 

sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah 

pengawasan. 

1.5.3.4  Tujuan Rehabilitasi Narkotika 

Tujuan rehabilitasi adalah: 

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, 

kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, 

keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. 

2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 
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3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan 

keadaan sosial secara menyeluruh.  

4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, 

psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan 

antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang 

tidak dapat dilakukannya 

1.5.4 Narkotika  

1.5.4.1 Pengertian Narkotika 

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan.
22

 

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses 

kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan 

pengobatan dan ilmu pengetahuan.
23

 Pengembangan Narkotika 

bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur 

dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan 
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Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. 

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah 

berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai 

dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk 

membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. 

Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, 

diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi 

memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. 

1.5.4.2 Jenis-Jenis Narkotika 

Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab II Ruang 

Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa:  

“Narkotika di golongkan menjadi.  

a. Narkotika golongan I;  

b. Narkotika golongan II, dan;  

c. Narkotika golongan III “.  

Pengertian dari masing-masing golongan narkotika 

sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

sebagai berikut:
24

 

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi 
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sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Morfin, 

heroin, dan kokain merupakan narkotika golongan I. 

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 

pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Petidin dan metadon 

merupakan narkotika golongan II 

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Kodein dan Dover merupakan narkotika golongan III. 

Shaleh bin Ghonim as Sa’dan membagi obat-obat terlarang 

ini menjadi tiga bagian, yaitu:
25

 

a. Narkotika Natural (alami) 

Narkotika natural (alami) merupakan narkotika yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, alkot 

(cathaedulis) dan lain-lain.
26

 

b. Narkotika Semi Sintetis 

Narkotika semi sintetis merupakan narkotika yang 

dimodifikasi dari bahan-bahan alami (biasanya dari zat kimia 

                                                           
 

25
 Suwandi, ‚Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam‛, El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret, 

2005), 227. 

 
26

 Ibid 



 

 

 

 

30 

yang terdapat dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi 

supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, heroin, 

kokain, dan lain-lain.
27

 

c. Narkotika Sintetis 

Narkotika sintetis merupakan pil-pil yang terbuat dari 

bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya 

sama dengan narkotika natural atau semi sintetis. Dikemas 

dalam bentuk kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman, serbuk 

dan berbagai bentuk lainya. Di antaranya adalah berbagai jenis 

obat tidur seperti kapsul ‚Signal‛ atau pil perangsang 

(stimulantia) seperti ‚Kiptagon‛ atau ‚Amphetamine‛, atau tablet 

penenang seperti ‚Valium 5‛ dan derivate yang lain. Termasuk 

di antaranya pil hallusinogent (pembangkit halusinasi) seperti 

L.S.D (Lysegic Acid Diethlamide).
28

 

1.5.5 Tindak Pidana Narkotika 

Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang 

oleh undang-undang, dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan 

peredaran atau perdagangan Narkotika. Tindak Pidana Narkotiks diatur 

dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun 

tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa 

tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan 
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tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di 

dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau 

narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, 

maka apabila ada perbuatan diluar kepentingankepentingan tersebut 

sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang 

ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat 

membahayakan bagi jiwa manusia.10 Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

hal ini dapat diklasifikasikan sebagai   berikut :  

a. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 

116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 

tahun.  

b. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 

81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 

dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda. 

c. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 

113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman 

paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda. 

 

1.6 Jenis Penelitian 

Dalam menulis proposal skripsi ini, penulis akan menggunakan 

metode  pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat 

sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis 



 

 

 

 

32 

hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek 

hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non 

hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
29

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif 

analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
30

 

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan melakukan penelitian ini dapat 

diperjelasnya yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris 

dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang 

rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkotika. 

1.6.1 Sumber Data  

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
31  
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. 

Data sekunder dapat dibagi menjadi: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

pertaturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian,   yaitu :  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku 

teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan 

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai 

berkualifikasi tinggi.
32

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. 
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1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam 

penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan 

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh 

melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam 

ruang lingkup Kejaksaan Negeri Surabaya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang 

dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh 

informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis 

melakukan wawancara langsung kepada anggota Kejaksaan Negeri 

Surabaya. 

1.6.3 Metode Analisis Data 

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah 

metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Dengan 

data yang diperoleh dari analisis data akan diolah untuk mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang ada. 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan 

adalah pendeketan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna 
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aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 

1.6.4 Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal 

skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri 

Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1, 

Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota SBY, Jawa Timur. 

1.6.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman proposal skripsi ini, maka 

kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari 

beberapa sub-sub sebagai berikut: 

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran 

secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan proposal skripsi. Bab Pertama terdiri dari 

beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian. 

Bab Kedua membahas mengenai pelaksanaan eksekusi putusan 

rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan 

Negeri Surabaya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab 

yang pertama membahas tentang prosedur eksekusi putusan rehabilitasi 

terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri 

Surabaya. Sub bab yang kedua membahas tentang analisa pelaksanaan 
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eksekusi putusan rehabilitasi terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika 

di Kejaksaan Negeri Surabaya 

Bab Ketiga membahas tentang kendala-kendala dan upaya 

dalam pelaksanaan eksekusi putusan rehabilitasi terhadap residivis 

narkotika di pengadilan negeri surabaya berlangsung. Dalam bab ini 

dibagi lagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai 

kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku tindak 

pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya. Sub bab kedua 

membahas mengenai upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala 

dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di 

Kejaksaan Negeri Surabaya. 

Bab Keempat adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang 

memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang 

telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.


